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	This research aims to examine the archiving process in a government institution. It employed a qualitative approach with a descriptive design. The study was conducted at ATR/BPN Gunungkidul, involving five archival officers selected through purposive sampling based on their relevance and direct involvement in archival activities. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data validity was ensured through source triangulation and methodological triangulation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that the types of archives managed by ATR/BPN Gunungkidul include land books, cadastral maps, and land records (warkah). Archival management is conducted through four main stages: creation, utilization, maintenance, and disposition. The supporting and inhibiting factors in archival management include: (1) archival storage systems, (2) archival facilities, (3) archival staf, and (4) the archival work environment. Efforts to improve archival management effectiveness include training for archival staff and regular evaluation of archival procedures.


	Kata kunci:
	Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan arsip di sebuah lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul dengan informan penelitian terdiri dari lima orang petugas yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsip yang dikelola oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul yaitu surat ukur, buku tanah, dan warkah. Pengelolaan arsip dilakukan dengan tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan arsip meliputi: 1) penyimpanan arsip, 2) fasilitas pengelolaan arsip, 3) petugas pengelolaan arsip, dan 4) lingkungan kerja pengelolaan arsip. Kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan arsip meliputi: 1) pelatihan petugas pengelolaan arsip dan 2) evaluasi pengelolaan arsip.

	Arsip, Pengelolaan arsip, Pengelolaan
	



1. Pendahuluan

Setiap organisasi atau lembaga senantiasa menghadapi berbagai jenis dokumen dengan tingkat kepentingan yang beragam. Pengelolaan dokumen membutuhkan sistem pengelolaan arsip yang baik untuk memastikan dokumen tersusun secara rapi dan dapat diakses dengan mudah sebagai sumber informasi di masa mendatang. Arsip berperan sebagai pusat memori organisasi karena merekam setiap aktivitas administratif maupun operasional yang telah dilakukan. Dengan sistem pengelolaan arsip yang tertata secara sistematis, organisasi dapat lebih mudah menelusuri, mengelola, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen di masa lalu.
Pengelolaan arsip yang terstruktur sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Ketika arsip tidak ditangani secara optimal, berbagai kendala dapat muncul yang berdampak pada efektivitas kerja. Sebagai sumber informasi utama, arsip harus dikelola secara sistematis guna mendukung efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, sistem pemberkasan tidak dapat disusun berdasarkan setiap bentuk kegiatan kerja. Pengelolaan arsip mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan, serta seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan arsip [1].Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi. Jika tidak dikelola secara menyeluruh, pekerjaan bisa terganggu dan tujuan organisasi sulit tercapai. Karena itu, penataan arsip tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus dirancang, diatur, diawasi, dan dipantau secara menyeluruh.
Arsip berperan penting dalam mendukung tujuan organisasi. Semakin besar suatu lembaga, semakin banyak arsip yang dihasilkan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar informasi tetap tertata dan mudah digunakan [2]. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan sistem pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan, peneliti telah melakukan observasi di lima instansi pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul. Instansi-instansi tersebut meliputi Dinas Perpustakaan dan Pengelolaan arsip, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pendidikan, serta Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasil dari observasi ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Observasi Lima Instansi di Kabupaten Gunungkidul
	Aspek
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	BKPPD
	KPPN
	ATR/BPN
	Dinas Pendidikan

	Sistem Penyimpanan Arsip
	Kronologis (tahun) dan fungsi (statis dan dinamis)
	Jenis dokumen dan NIP
	Kronologis (bulan, tahun) dan jenis dokumen
	Geografis (kecamatan) dan kronologi (tahun)
	Kode klasifikasi (pengkodean)

	Perawatan Arsip
	Fumigasi setiap dua tahun
	Tidak ada, arsip diproses secara rutin
	Tidak ada, sudah tergantikan arsip digital
	Tidak rutin, tergantung pusat
	Tidak ada, sudah tergantikan arsip digital

	Jumlah Pegawai Pengelola Arsip
	5 arsiparis dan 12 pegawai
	1 arsiparis
	1 arsiparis dan 4 pegawai
	1 arsiparis dan 5 pegawai
	7 pegawai

	Pelatihan Arsip
	Tergantung pusat
	Setahun sekali dan seminar jika ada anggaran
	Tidak ada, sudah tergantikan arsip digital
	Sosialisasi mingguan
	Tidak ada, sudah tergantikan arsip digital

	Jumlah Arsip Fisik Harian
	>50 dokumen
	±10 dokumen (sudah digital)
	<5 dokumen (sudah digital)
	>80 dokumen
	±10 dokumen (sudah digital)

	Tantangan dan Kendala
	SDM, anggaran, dan pandangan pihak luar
	SDM, dan anggaran
	Tidak ada kendala
	Kesadaran pegawai rendah, anggaran, ruang banyak, akses tanpa kontrol, fasilitas dan penemuan kembali arsip
	Tidak ada ruang arsip, SDM, dan anggaran

	Penyusutan Arsip Inaktif
	Dicacah, ada saksi inspektorat & hukum
	Diserahkan ke Sekda; dicacah atau pihak ketiga
	Izin pusat, dijual/dibakar
	Izin ke Kantor Wilayah DIY → BPN Pusat → Arsip Nasional, dibakar
	Izin pusat, belum pernah melakukan penyusutan

	Evaluasi
	1–2 minggu sekali
	3 bulan sekali dan tahunan
	Tiap bulan dari pusat
	Tidak rutin, tergantung pusat
	Tahunan dari pusat



Hasil observasi menunjukkan bahwa ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul memiliki tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip, seperti rendahnya kesadaran pegawai, keterbatasan anggaran, minimnya ruang penyimpanan, serta kurangnya pengendalian akses arsip. Dinas Perpustakaan dan Pengelolaan arsip memiliki sistem terbaik dengan perawatan dan evaluasi berkala. BKPPD dan KPPN telah beralih ke digital, meski masih memiliki keterbatasan dalam pelatihan dan evaluasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan mengalami kendala pada SDM, ruang arsip, dan anggaran. Dengan berbagai kendala tersebut, ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai fokus penelitian. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pertanahan, penerbitan sertifikat tanah, serta layanan administratif di bidang agraria dan tata ruang.
Berdasarkan observasi di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul mengindikasikan bahwa prioritas pengelolaan arsip masih lebih berfokus pada arsip fisik, sementara pemanfaatan arsip digital cenderung minim karena sering kali mengalami kendala teknis. Kebijakan dari kantor pusat yang tidak mewajibkan penggunaan arsip digital menyebabkan rendahnya minat pegawai untuk mengoptimalkan sistem tersebut, sehingga implementasi digitalisasi arsip belum dapat berjalan secara maksimal. Padahal menurut Hamdan et al. [3] salah satu alasan utama pentingnya digitalisasi arsip adalah untuk mempermudah akses informasi. Dengan mengubah arsip fisik menjadi format digital, pengguna di berbagai tempat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah. Proses ini memungkinkan pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa terhalang oleh batasan geografis maupun waktu.
Selain itu, para petugas arsip masih perlu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pengelolaan arsip. Hal ini tercermin dari perilaku para petugas arsip yang belum sepenuhnya mematuhi prosedur standar pengelolaan arsip. Beberapa di antaranya masih kurang teliti dalam mengimplementasikan prosedur penyimpanan dokumen yang tepat. Misalnya, terdapat pegawai yang menyimpan arsip tidak sesuai dengan kronologi tahun, sehingga menghambat efisiensi dalam pencarian dan penggunaan arsip. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan Supriansyah [4] yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran krusial dalam keberlangsungan organisasi, berfungsi sebagai sumber informasi dan pusat memori organisasi. Arsip ini bermanfaat dalam penelitian, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan dan program pengembangan. Untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan kegiatan, arsip biasanya dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan cara tertentu.
Hasil pengamatan di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul, terdapat permasalahan signifikan terkait kapasitas penyimpanan arsip fisik. Kapasitas yang terbatas ini tidak mampu mengakomodasi peningkatan volume dokumen yang terus berlangsung. Dalam pandangan A. A. Hayati  [5] penyimpanan berkas dilakukan dengan menempatkan dokumen atau warkat sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memanfaatkan peralatan yang tersedia. Sistem penyimpanan dapat berfungsi secara efektif dan efisien apabila didukung oleh fasilitas yang memadai serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti penggunaan lemari arsip untuk menata arsip yang telah menumpuk.
Di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul, ruang penyimpanan hanya dilengkapi dengan satu unit AC yang hanya dioperasikan pada jam kerja, sehingga menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak terkendali, serta tidak tersedianya peralatan untuk mengatur kelembaban udara di ruang penyimpanan tersebut. Hal ini berlawanan dengan pendapat Indriani [6] untuk menjaga stabilitas suhu dan kelembaban udara yang berfluktuasi, pemasangan AC menjadi solusi efektif dalam mencegah kerusakan arsip akibat hama kertas yang berasal dari faktor biologis, fisik, maupun kimia. Di wilayah tropis, standar ideal suhu udara tidak boleh melebihi 27℃, dengan tingkat kelembaban berkisar antara 45% hingga 60% Relative Humidity (Rh). Selain AC, penggunaan thermohigrometer, alat pengukur suhu dan kelembaban, juga diperlukan untuk memastikan kondisi yang optimal. Jika ruangan arsip digunakan secara bersamaan untuk menyimpan dokumen dan aktivitas manusia tanpa adanya alat ukur kelembaban, suhu ruangannya bisa mencapai 18℃.
Salah satu petugas arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul menuturkan bahwa proses penemuan kembali arsip membutuhkan waktu yang lama, di mana petugas arsip memerlukan sekitar 1-5 menit untuk menemukan dokumen yang diperlukan dalam peminjaman arsip. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Gie yang dikutip oleh Hamsinah et al. [7] para ahli pengelolaan arsip umumnya sepakat bahwa waktu ideal untuk menemukan kembali arsip tidak boleh lebih dari satu menit. Dengan sistem penyimpanan yang tepat, proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Pemeliharaan arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul masih terbatas pelaksanaannya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu petugas arsip yang menyebutkan bahwa pemeliharaan arsip masih bergantung pada kebijakan pusat, sehingga sering kali terbatas dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut berlawanan dengan pendapat Waruwu et al. [8] yang menyatakan bahwa pemeliharaan arsip merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi fisik serta kelangsungan informasi yang terkandung di dalamnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengalihkan arsip ke media lain atau mempertahankan bentuk aslinya, sehingga arsip tetap dapat diakses, terbaca, dan dimanfaatkan secara optimal. 
Wawancara dengan salah satu petugas arsip mengindikasikan bahwa tingkat risiko terhadap kerusakan serta kehilangan dokumen di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul masih tergolong tinggi. Hal tersebut berlawanan dengan pendapat yang dikemukakan Husnita et al. [9] pengelolaan arsip perlu dilakukan secara efektif untuk meminimalkan risiko kerusakan dokumen dan memastikan dokumen tetap terorganisasi dengan baik. Hal ini penting karena arsip merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi kelangsungan organisasi. Untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan arsip, diperlukan sistem yang tepat, inovasi dalam metode penyimpanan, dan penggunaan teknologi seperti digitalisasi dokumen untuk mengurangi ketergantungan pada format fisik.
Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan teori siklus hidup arsip (records life cycle theory) sebagai alat analisis. Teori ini diperkenalkan oleh Ricks & Gow dalam Setyawan et al. [10] serta Read & Ginn dalam Puspawati et al. [2] yang menguraikan bahwa arsip mengalami siklus hidup dengan tahapan-tahapan berikut: penciptaan (creation), pemanfaatan (utilization), pemeliharaan (maintenance), dan penyusutan (disposal). Dengan teori ini, peneliti mampu memeriksa tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul dengan tahapan siklus hidup arsip yang dimaksud.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan terkait dengan proses pengelolaan arsip di sebuah lembaga pemerintahan yang tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan arsip yang benar sesuai dengan undang-undang kearsipan no. 43 tahun 2009, penelitian ini akan dilakukan dengan judul: “Analisis Pengelolaan Arsip di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul”.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan studi analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian terletak pada penggalian fakta di lapangan dan penyusunan narasi sistematis yang mencerminkan kondisi nyata, sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.
2.2. Lokasi Penelitian
ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Jalan Lingkar Utara, Ngrebah I, Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga Juli 2025.
2.3. Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Total informan berjumlah lima orang, terdiri dari satu informan kunci yaitu Ibu SK, dua informan pendukung yaitu Bapak MH dan Bapak W, serta dua informan tambahan yaitu Bapak AD dan Bapak S.
2.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2.5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Haryoko et al. [11]. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan perolehan data dan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti secara langsung di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul, maka hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:
3.1. Pengelolaan Arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul
3.1.1. Penciptaan Arsip
Berdasarkan hasil penelitian, proses penciptaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul dilakukan melalui tahapan teknis yang melibatkan beberapa unit kerja sesuai dengan jenis dokumen. Arsip yang diciptakan terdiri dari tiga jenis utama, yaitu surat ukur, buku tanah, dan warkah. Surat ukur dibuat oleh Seksi Survei dan Pemetaan setelah masyarakat mengajukan permohonan pengukuran tanah. Proses ini menghasilkan peta bidang tanah yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk surat ukur. Selanjutnya, buku tanah dibuat setelah proses pendaftaran tanah selesai dan sertifikat hak atas tanah diterbitkan oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Buku tanah berfungsi sebagai dokumen legal yang mencatat informasi yuridis dan fisik mengenai bidang tanah. Sedangkan warkah merupakan berkas pendukung yang terdiri dari dokumen permohonan, identitas pemohon, bukti peralihan hak, dan dokumen administratif lainnya, yang dijilid menjadi satu kesatuan dan diberi nomor untuk memudahkan penataan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Ricks & Gow dalam Setyawan et al. [10] yang menyatakan bahwa tahap pertama dalam siklus hidup arsip adalah penciptaan atau penerimaan arsip, yaitu saat dokumen lahir sebagai hasil dari suatu kegiatan atau transaksi. Hal ini juga didukung oleh pendapat Read & Ginn dalam Puspawati et al. [2] yang menjelaskan bahwa siklus hidup arsip dimulai dari penciptaan arsip sebagai proses awal keberadaan dokumen sebelum dilanjutkan ke tahap distribusi dan pemanfaatan. Dengan demikian, proses penciptaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul mencerminkan penerapan siklus hidup arsip yang telah diadaptasi sesuai dengan konteks layanan pertanahan.
3.1.2. Kegunaan Arsip
Di ATR/BPN Gunungkidul, arsip dimanfaatkan secara aktif, terutama dalam bentuk peminjaman untuk keperluan pelayanan, administrasi, dan proses hukum, seperti peralihan hak atas tanah. Proses peminjaman arsip dilakukan oleh seluruh pegawai untuk keperluan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Prosedur peminjaman dilakukan dengan mencatat dokumen yang akan dipinjam dalam spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Dengan sistem ini, peminjam dapat langsung mengisi data permintaan arsip, dan petugas arsip akan segera memproses pencariannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peminjaman di ATR/BPN Gunungkidul telah dirancang untuk mendukung kecepatan dan efisiensi, meskipun masih berbasis manual. Jangka waktu peminjaman tidak dibatasi secara ketat, tetapi umumnya tidak melebihi tiga bulan, berdasarkan praktik yang berlaku di unit kerja pengelolaan arsip di ATR/BPN  tergantung pada kebutuhan dan proses yang sedang berlangsung, seperti pengurusan warisan atau jual beli.
Pemanfaatan arsip melalui peminjaman ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ummah [12] yang menyatakan bahwa arsip merupakan sumber informasi yang harus dikelola dengan prosedur tertentu, termasuk dalam hal peminjaman arsip yang telah tersimpan. Ketika arsip diperlukan kembali, akses terhadapnya harus dilakukan melalui petugas arsip atau arsiparis sebagai pihak yang berwenang, sebagaimana yang juga diterapkan di ATR/BPN Gunungkidul. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip pengelolaan yang sesuai dengan kaidah pengelolaan arsip. 
Pemanfaatan arsip di ATR/BPN Gunungkidul juga berkaitan erat dengan fungsi hukum dan administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Fad’li et al. [13] yang menegaskan bahwa arsip dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam situasi tertentu, serta mendukung efisiensi proses administrasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Surtikanti & Haryanti [14] yang menyatakan bahwa arsip menjadi dasar pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh instansi, serta berfungsi sebagai bukti sah yang wajib disimpan dan dikelola dengan baik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar arsip dipinjam untuk proses peralihan hak atas tanah, baik karena warisan maupun jual beli, yang secara langsung berkaitan dengan aspek hukum pertanahan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan arsip di ATR/BPN Gunungkidul telah berjalan sesuai dengan nilai guna arsip, baik sebagai sumber informasi, pendukung pengambilan keputusan administratif, maupun sebagai bukti hukum. Mekanisme peminjaman yang fleksibel dan terbuka melalui spreadsheet internal menjadi solusi praktis yang mendukung efisiensi akses, meskipun sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek keamanan dan pelacakan historis penggunaan arsip. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital dalam pengelolaan peminjaman arsip di masa mendatang merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk  akses yang mudah dan pengelolaan arsip yang optimal secara menyeluruh.
3.1.3. Pemeliharaan Arsip
Bentuk pemeliharaan arsip yang dilakukan mencakup pembersihan rutin oleh petugas arsip, pengendalian hama yang bersifat tidak terjadwal dan pengamanan arsip. Pembersihan dilakukan secara berkala oleh petugas arsip, dan kadang-kadang dibantu oleh petugas kebersihan, meskipun keterlibatan pihak ketiga ini masih terbatas. Upaya menjaga kelembapan ruangan dilakukan dengan pemasangan satu unit AC dan dua unit kipas angin, namun belum optimal karena tidak dioperasikan selama 24 jam. Hal ini menyebabkan ruangan arsip cenderung lembap, yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada dokumen dalam jangka panjang. 
Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Sedarmayanti dalam Ummah [12] serta Indriani [6] yang menyatakan bahwa pemeliharaan arsip melibatkan kegiatan menjaga, merawat, dan melindungi arsip dari kerusakan agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Ini mencakup pengaturan ruang penyimpanan dengan sirkulasi udara yang baik, penggunaan bahan pelindung, serta pembersihan berkala. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat A. A. Hayati [5] yang menegaskan bahwa pemeliharaan arsip seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan terjadwal. Kegiatan tersebut mencakup pembersihan rutin, fumigasi, degasifikasi, penghilangan noda, serta pemutihan kertas apabila diperlukan. Selain itu, ruang penyimpanan arsip idealnya memenuhi standar kelembapan dan kebersihan yang memadai, dengan pelaksanaan pembersihan secara berkala setiap minggu guna mencegah kerusakan akibat jamur maupun hama. Oleh karena itu, praktik pemeliharaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul yang hanya meliputi pembersihan rutin, pengendalian hama yang tidak terjadwal, serta pengaturan kelembapan yang belum optimal menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan standar yang dianjurkan dalam konsep tersebut.
Selain pembersihan dan perawatan fisik, pemeliharaan arsip juga mencakup pengamanan untuk mencegah kerusakan atau akses tidak sah. Berdasarkan dokumen internal serta hasil observasi dan wawancara, pengamanan arsip telah diterapkan melalui prosedur fisik yang mengacu pada sebagian ketentuan dalam pedoman internal, seperti penggunaan sistem sidik jari (fingerprint) untuk membatasi akses, pemasangan kamera pengawas (CCTV) sebagai alat pemantauan, serta alarm kebakaran sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi bahaya. Pengamanan ini sejalan dengan pendapat Hayati & Noviani [16] yang menyatakan bahwa pengamanan arsip penting untuk menjaga informasi dari kehilangan, penyalahgunaan, dan akses ilegal.
Pengamanan ini sejalan dengan pendapat Veraniansyah & Sukma [15] serta N. Hayati & Noviani [5] yang menyatakan bahwa pengamanan arsip penting untuk menjaga informasi dari kehilangan, penyalahgunaan, dan akses ilegal. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari pengamanan fisik arsip. Meskipun pengamanan arsip di ATR/BPN Gunungkidul telah diterapkan, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. 
Mengacu pada pendapat Sumrahyadi dan Widyarsono dalam kutipan Rusti & Ganggi [17] pengamanan arsip memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, perlindungan, dan efektivitas fungsi informasi organisasi. Pengamanan tersebut idealnya mencakup dua aspek utama, yaitu fisik dan informasi. Pengamanan fisik meliputi pembatasan akses, pengaturan tata letak ruang, pemasangan sistem alarm, serta pemilihan bangunan yang tahan terhadap air, api, dan gempa. Adapun pengamanan informasi mencakup pemberian kartu identifikasi, pengaturan jadwal akses, penyusunan prosedur tetap, penggunaan kode rahasia, dan pembatasan akses arsip hanya kepada pihak yang berwenang.
Secara garis besar pemeliharaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul belum optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan dalam hal fasilitas, anggaran, sumber daya, serta prosedur formal yang baku. Untuk meningkatkan keberhasilan pemeliharaan arsip, diperlukan penguatan kebijakan tertulis, penyediaan fasilitas pendukung seperti alat pengatur kelembapan, dan pelaksanaan fumigasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keutuhan arsip dan menjamin ketersediaan informasi dalam jangka panjang, sehingga arsip tetap berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan.
3.1.4. Penyusutan Arsip
Bagian Penyusutan arsip di ATR/BPN Gunungkidul dilakukan melalui mekanisme penyusutan (disposal) arsip, khususnya arsip jenis roya. Roya adalah arsip yang berkaitan dengan penghapusan Hak Tanggungan (HT) setelah kewajiban utang diselesaikan oleh pihak terkait. Meskipun kegiatan ini penting untuk mengefisiensikan ruang dan mempermudah pengelolaan, praktik penyusutan arsip di ATR/BPN Gunungkidul masih jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya prosedur tertulis yang baku, serta proses penyusutan yang dianggap rumit dan memerlukan tahapan administratif yang cukup panjang.
Sebagaimana disampaikan oleh informan dalam penelitian ini, prosedur penyusutan arsip biasanya dimulai dengan pengajuan dari Bidang Tata Usaha, yang dituangkan dalam bentuk berita acara, kemudian dilanjutkan dengan penyusutan (disposal) fisik arsip. penyusutan dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara dibakar, sebagai bentuk pengamanan agar arsip tidak tersebar atau disalahgunakan. Cara ini sesuai dengan prinsip keamanan arsip, mengingat arsip yang dimusnahkan dapat mengandung informasi penting atau sensitif. Penyusutan tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi diperjualbelikan, dan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan yang telah disepakati.
Temuan ini menunjukkan bahwa proses penyusutan arsip di ATR/BPN Gunungkidul belum sepenuhnya sesuai dengan Hidayah & Suhartono [18] yang menegaskan bahwa penyusutan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan dokumen guna mewujudkan efisiensi serta keteraturan sistem pengelolaan arsip. Tahapan ini mencakup pemindahan arsip inaktif ke lokasi khusus agar tidak mengganggu kelancaran operasional, penyusutan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna untuk mengurangi beban penyimpanan, serta penyerahan arsip bernilai historis kepada lembaga pengelolaan arsip sebagai bentuk pelestarian dokumen penting. Penyusutan yang dilaksanakan secara sistematis memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan ruang, memelihara akses terhadap informasi, dan menjaga kelestarian dokumen bernilai.
Selain itu, Amalia & Jumino [19] turut menekankan bahwa setiap instansi perlu melaksanakan penyusutan terhadap arsip yang telah kehilangan nilai gunanya. Proses ini terdiri atas pemindahan arsip inaktif ke unit pengelolaan arsip, penyusutan arsip yang tidak memiliki nilai informasi, dan penyerahan arsip permanen kepada lembaga pengelolaan arsip. Tujuan utama dari penyusutan adalah menghemat kapasitas penyimpanan, sehingga arsip yang dipertahankan adalah arsip yang masih relevan dan tertata secara sistematis. Pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dilaksanakan oleh arsiparis yang memiliki kewenangan, mengingat terdapat ketentuan serta persyaratan khusus yang harus dipenuhi.
Selain itu, proses penyusutan yang dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem informasi pengelolaan arsip juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyusutan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kerja, terutama jika arsip yang dimusnahkan tidak didokumentasikan dengan baik. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga arsip maupun anggaran, juga turut memengaruhi jarangnya pelaksanaan penyusutan arsip di instansi ini.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Arsip
3.2.1. Penyimpanan Arsip
Penyimpanan arsip di ATR/BPN Gunungkidul menggunakan asas sentralisasi, di mana seluruh arsip disimpan secara terpusat dalam satu unit penyimpanan. Model ini memudahkan koordinasi, pengawasan, dan efisiensi pencarian kembali arsip. Sistem penyimpanan yang digunakan juga merupakan sistem kombinasi, yaitu gabungan antara sistem numerik dan geografis, sesuai dengan penjelasan dari Bakhtiar [20] mengenai klasifikasi arsip. Surat ukur dan buku tanah disimpan berdasarkan sistem geografis, dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan dan desa, sementara arsip warkah menggunakan sistem numerik yang dikodekan dengan angka awal “208” dan tahun pembuatan warkah.
Secara teknis, proses penyimpanan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan berkas, pembundelan, penyimpanan dalam album arsip, penentuan indeks, serta pelabelan pada sarana simpan seperti lemari atau mobile filing system. Penataan ini juga dilengkapi dengan tunjuk silang yang mencatat hubungan antar arsip. Praktik ini mencerminkan pendapat yang dikemukakan Ariyanto [21] tentang pentingnya penataan arsip secara sistematis untuk menjamin efisiensi dan ketertiban.
Efektivitas sistem penyimpanan yang diterapkan terlihat dari kecepatan penemuan kembali arsip. Menurut Zuliyanti [22] efektivitas dan efisiensi dalam penemuan kembali arsip dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, seperti pengolahan yang sistematis dan penyimpanan yang terstruktur dengan baik. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas pengelolaan arsip yang mendukung, juga berperan dalam kelancaran proses pencarian arsip. 
Keterampilan dan kompetensi petugas arsip atau sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam menemukan arsip yang diperlukan dengan cepat dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara, proses ini dapat dilakukan dalam waktu 1 hingga 5 menit, dengan catatan bahwa arsip berada dalam kondisi sangat tertata, yakni tersimpan secara urut dan rapi. Namun demikian, terdapat juga tantangan yang disampaikan informan, khususnya untuk arsip lama atau yang belum tertata dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, proses penemuan arsip dapat memakan waktu lebih lama, hingga satu hari. 
Penemuan kembali arsip di ATR/BPN Gunungkidul belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Gie yang dikutip oleh Hamsinah et al. [7] yang menyebutkan bahwa para ahli pengelolaan arsip umumnya sepakat bahwa waktu ideal untuk menemukan kembali arsip seharusnya tidak lebih dari satu menit. Dengan sistem penyimpanan yang tepat, proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan suhu dan pengendalian kelembapan di ruang penyimpanan arsip di ATR/BPN Gunungkidul masih belum memadai. Hal ini terlihat dari terbatasnya fasilitas pendingin udara yang ada, yaitu hanya satu unit AC dan dua unit kipas angin, serta ventilasi udara yang hanya mengandalkan jendela tanpa adanya alat khusus untuk mengatur kelembapan. Padahal menurut pendapat Mutmainnah dalam Zainuddin et al. [23] menekankan bahwa suhu udara di ruang arsip perlu dijaga agar tetap di bawah 27°C, dengan tingkat kelembaban tidak melebihi 60%. Untuk mencapai kondisi tersebut, sangat dianjurkan untuk menggunakan pendingin ruangan (AC) dengan suhu yang disesuaikan, yaitu sekitar 22–25°C, guna menjaga stabilitas lingkungan penyimpanan. Pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat dapat menjaga kondisi arsip agar tetap baik dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan.
3.2.2. Fasilitas Pengelolaan arsip
Hasil penelitian di ATR/BPN Gunungkidul menunjukkan bahwa peralatan pengelolaan arsip yang digunakan meliputi rak arsip, lemari, roll pack, album, dan boks arsip. Rak dan lemari arsip berfungsi sebagai media utama untuk menyimpan dokumen berdasarkan sistem penyimpanan numerik dan geografis. Album digunakan secara khusus untuk menyimpan dokumen penting seperti buku tanah dan surat ukur, sesuai dengan fungsinya sebagai pengikat dan pelindung dokumen agar tetap rapi dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan roll pack atau rak geser turut mendukung efisiensi ruang penyimpanan, terutama dalam kondisi ruangan yang terbatas. 
Wawancara dengan informan juga mengungkapkan bahwa terdapat rencana untuk mengganti media penyimpanan menjadi kardus arsip mulai tahun 2024. Namun, hingga saat penelitian dilakukan, rencana ini belum terealisasi karena terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan kapasitas ruang penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peralatan dasar telah tersedia, peningkatan dan pengadaan fasilitas tambahan masih diperlukan, terutama dalam hal efisiensi ruang dan daya tampung.
Dari sisi kelengkapan, beberapa peralatan pengelolaan arsip seperti filing cabinet, visible record cabinet, dan rotary filing system, sebagaimana dijelaskan oleh Nurkarim [24] belum sepenuhnya digunakan di ATR/BPN Gunungkidul. Meskipun peralatan dasar sudah tersedia dan berfungsi sesuai kebutuhan, masih ada potensi untuk mengembangkan fasilitas pengelolaan arsip yang dapat meningkatkan efektivitas penyimpanan dan pengelolaan arsip. Keterbatasan fasilitas dan kapasitas ruang penyimpanan saat ini menjadi kendala dalam penerapan peralatan pengelolaan arsip yang lebih beragam.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralatan pengelolaan arsip yang tersedia di ATR/BPN Gunungkidul telah mendukung proses pengelolaan arsip secara fungsional, terutama untuk penyimpanan dan penataan arsip berbentuk fisik. Namun, untuk mencapai pengelolaan arsip yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan serta pengadaan sarana yang lebih memadai. Penyediaan lemari tahan api, sistem penyimpanan digital, dan rak arsip berteknologi tinggi seperti mobile shelving system atau rak arsip baja pintu geser kaca dapat menjadi langkah strategis dalam pengembangan pengelolaan arsip ke depan.
3.2.3. Petugas Pengelolaan arsip
ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul memiliki lima petugas pengelolaan arsip, terdiri dari satu orang arsiparis dua orang petugas arsip dan dua tenaga bantu arsip. Jumlah ini mengalami pengurangan dari enam orang pada awal observasi, karena satu petugas telah memasuki masa pensiun. Dari segi latar belakang pendidikan, hanya satu petugas arsip yang memiliki gelar Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan, sementara yang lainnya berasal dari latar belakang pendidikan umum. Informasi ini diperoleh dari komunikasi tidak langsung dengan salah satu petugas arsip.
Meskipun tidak semua petugas memiliki latar belakang pengelolaan arsip, secara umum kinerja mereka dinilai semakin meningkat. Hal ini terjadi karena meningkatnya tuntutan dari bagian pelayanan yang membutuhkan akses arsip secara cepat dan tepat. Tekanan tersebut secara tidak langsung mendorong petugas pengelolaan arsip untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan efisien. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Maryanasari & Prasetyawan [25] yang menyatakan bahwa seorang arsiparis tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga sikap profesional yang mencerminkan kinerja dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja.
Wawancara dengan Ibu SK, mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, para petugas kini telah menunjukkan peningkatan sikap kerja yang lebih sigap dan disiplin. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak W yang menilai bahwa performa petugas arsip saat ini jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Pendapat-pendapat ini menggambarkan adanya pergeseran budaya kerja yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan, sebagaimana dijelaskan oleh Bukhori & Laksmi [26] bahwa sikap dan keterampilan merupakan dua aspek penting yang menentukan kualitas pelayanan petugas pengelolaan arsip kepada masyarakat pengguna arsip.
Dari data dan wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas pengelolaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul telah mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan arsip. Namun, dari sisi jumlah dan latar belakang pendidikan, masih terdapat potensi pengembangan, terutama dalam peningkatan kompetensi teknis di bidang pengelolaan arsip. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis secara rutin dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan arsip di ATR/BPN Gunungkidul.
3.2.4. Lingkungan Kerja Pengelolaan arsip
Berdasarkan hasil penelitian, kebersihan ruang arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul dijaga secara berkala oleh petugas arsip, dan kadang-kadang dibantu oleh petugas kebersihan. Namun, keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan kebersihan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab petugas kebersihan yang mencakup seluruh area kantor, sehingga ruang arsip sering kali tidak menjadi prioritas. Pembersihan dilakukan atas inisiatif petugas arsip sendiri, terutama ketika terlihat adanya debu yang dapat mengganggu kenyamanan dan merusak arsip.
Kondisi ini sejalan dengan pendapat A. A. Hayati [5] serta Indriani  [6] yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pemeliharaan arsip adalah pembersihan rutin ruang penyimpanan untuk menghindari kerusakan akibat faktor eksternal seperti debu, jamur, dan kelembaban udara. Kebersihan ruang arsip tidak hanya bertujuan menjaga kondisi arsip, tetapi juga melindungi kesehatan petugas arsip yang setiap hari berada di lingkungan tersebut. Dalam wawancara, Bapak S menyoroti pentingnya alat pelindung seperti masker dan dukungan kesehatan seperti susu bagi petugas, karena bekerja di antara debu arsip dapat berdampak pada kesehatan pernapasan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan kerja juga menjadi bagian dari pengelolaan arsip yang ideal.
Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak W. Beliau menyatakan bahwa petugas kebersihan hanya sesekali masuk ke ruang arsip dan kegiatan kebersihan sering kali bergantung pada inisiatif petugas arsip sendiri. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealnya pemeliharaan ruang arsip dan praktik yang terjadi di lapangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja, khususnya kebersihan ruang arsip, sangat memengaruhi kesehatan petugas arsip. Di ATR/BPN Gunungkidul, belum ada standar atau jadwal khusus untuk pembersihan arsip secara menyeluruh dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari instansi, seperti pengadaan alat pelindung diri seperti masker, peningkatan peran petugas kebersihan di ruang arsip, serta pengaturan kelembaban udara yang optimal. Langkah-langkah tersebut penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, aman, dan mendukung kelancaran seluruh proses pengelolaan arsip.

3.3. Upaya Meningkatkan Pengelolaan Arsip
3.3.1. Pelatihan Petugas Arsip
Pelatihan pengelolaan arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul hanya diikuti oleh petugas yang berstatus arsiparis. Bentuk pelatihan yang diberikan berupa seminar dan pendidikan serta pelatihan (diklat), yang umumnya dilaksanakan secara daring melalui zoom. Pada tahun 2024, pelatihan diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu, namun pada tahun 2025 hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak lagi bersifat mingguan. Sementara itu, petugas pengelolaan arsip lainnya, seperti tenaga bantu atau staf teknis, belum pernah mendapatkan pelatihan formal dan hanya memperoleh keterampilan dari pembelajaran otodidak melalui bimbingan pegawai senior.
Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Ibu SK yang menyampaikan bahwa pelatihan untuk arsiparis bersifat terbuka, tetapi dalam praktiknya hanya diikuti oleh arsiparis, sementara petugas non-arsiparis tidak terlibat secara langsung. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak MH dan Bapak S, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan formal dan hanya belajar langsung di tempat kerja berdasarkan pengalaman.
Jika dikaitkan dengan pandangan yang disampaikan oleh Ramudin [27] pelatihan seharusnya diikuti oleh seluruh individu yang terlibat dalam pengelolaan arsip, agar kompetensi dan pemahaman mereka terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan arsip dapat meningkat secara merata. Program pelatihan juga sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami [28] di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, yang menunjukkan bahwa pengelolaan arsip belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi petugas akibat kurangnya pelatihan dan tidak adanya latar belakang pendidikan di bidang pengelolaan arsip. Akibatnya, penggunaan arsip tidak sesuai dengan prosedur, pemeliharaan arsip tidak dilakukan secara rutin, serta penyusutan arsip tidak mengikuti jadwal retensi yang ditetapkan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di ATR/BPN Gunungkidul menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pelatihan, di mana hanya diikuti oleh petugas yang berstatus arsiparis, sedangkan petugas non-arsiparis belum pernah mendapatkan pelatihan dan hanya belajar secara mandiri dengan bimbingan dari pegawai senior. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan kompetensi antara arsiparis dan non-arsiparis, yang berpotensi memengaruhi pengelolaan arsip agar menjadi lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan.
3.3.2. Evaluasi Pengelolaan Arsip
Berdasarkan hasil penelitian di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul, evaluasi pengelolaan arsip dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu laporan tahunan dan rapat internal. Laporan tahunan disusun oleh Kantor Pertanahan dan dikirimkan kepada BPN Pusat. Selanjutnya, evaluasi terhadap laporan tersebut dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui mekanisme penilaian terhadap kinerja BPN Pusat secara keseluruhan. Idealnya, proses evaluasi dilakukan secara berjenjang, dari pusat ke kantor wilayah (kanwil), kemudian dari kanwil ke kantor pertanahan (kantah). Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi dari kanwil ke kantor pertanahan belum berjalan secara optimal.
Selain bentuk laporan formal, evaluasi juga dilakukan secara internal melalui rapat koordinasi antar perwakilan seksi. Rapat ini berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan kendala atau masukan dari masing-masing seksi terkait pengelolaan arsip. Masukan yang dianggap mendesak, seperti keterbatasan sumber daya atau kebutuhan sistem tambahan, akan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan atau pihak berwenang, terutama jika berkaitan dengan peningkatan pelayanan.
Jika dikaitkan dengan pendapat Ramudin [27] proses evaluasi semacam ini mencerminkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pemantauan yang mencakup penunjukan penanggung jawab, metode pengukuran, dan waktu pelaksanaan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, belum semua unsur evaluasi dilaksanakan secara sistematis. Evaluasi lebih banyak dilakukan secara spontan dan belum didukung oleh standar kerja atau indikator kinerja yang jelas.
Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan arsip di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul telah berjalan dalam bentuk laporan tahunan dan rapat internal, meskipun belum sepenuhnya sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penerapan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memastikan pengelolaan arsip sesuai standar dan memenuhi kebutuhan instansi. Selain itu, evaluasi internal rutin di antara petugas pengelolaan arsip sangat penting sebagai sarana komunikasi dan refleksi bersama. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kendala operasional, meningkatkan koordinasi, serta menyamakan pemahaman dan standar kerja. Dengan demikian, evaluasi internal dapat meningkatkan pengelolaan arsip dan mendukung peningkatan layanan di ATR/BPN Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

4.1. Pengelolaan Arsip di ATR/BPN Gunungkidul 
Pengelolaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul mencakup beberapa tahapan, mulai dari penciptaan arsip hingga penyusutan arsip. Pada tahap penciptaan, terdapat tiga jenis utama yang dihasilkan, yaitu surat ukur, buku tanah, dan warkah yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Arsip digunakan untuk keperluan hukum dan administratif, pemeliharaan arsip dilakukan secara terbatas meliputi  pembersihan rutin dan pengendalian hama dan pengamanan arsip melalui sistem sidik jari (fingerprint), kamera pengawas (CCTV), serta alarm kebakaran. 
Penyusutan arsip yang pernah dilakukan adalah penyusutan arsip roya, namun kegiatan ini belum dilaksanakan secara rutin karena prosedurnya dianggap rumit dan belum didukung oleh panduan tertulis yang jelas. Sistem penyimpanan menggunakan asas sentralisasi (terpusat) dengan kombinasi numerik dan geografis, yang memungkinkan penemuan kembali arsip dalam waktu 1 sampai 5 menit jika arsip tersebut tertata dengan baik. Prosedur pemeliharaan dan penyusutan arsip di ATR/BPN Gunungkidul belum memiliki acuan tertulis yang jelas, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, perlu disusun SOP yang terukur mengenai jadwal pembersihan, pengendalian hama, pengaturan kelembapan, serta prosedur penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan retensi.
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Arsip
Faktor pendukung meliputi sistem penyimpanan yang terstruktur, keberadaan peralatan pengelolaan arsip (rak arsip, lemari, roll pack, album), kinerja petugas arsip yang semakin responsif, dan lingkungan kerja yang cukup terjaga kebersihannya. Sementara itu, faktor penghambat mencakup fasilitas penyimpanan dan pengendalian kelembapan yang kurang memadai, keterbatasan jumlah petugas dengan latar belakang pendidikan pengelolaan arsip, serta jadwal pembersihan dan pemeliharaan yang belum punya acuan jelas. Fasilitas pengelolaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul masih terbatas, seperti rak arsip dan lemari yang tidak memadai serta kondisi ruang arsip yang lembap. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan ruangan agar arsip dapat terjaga dengan baik.
4.3. Upaya Meningkatkan Pengelolaan Arsip
Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan pengelolaan arsip meskipun pelatihan pengelolaan arsip hanya diikuti oleh petugas arsiparis dan evaluasi melalui laporan tahunan dan rapat internal, serta tindak lanjut terhadap kendala yang muncul. Namun, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Sumber daya manusia di bidang pengelolaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul belum sepenuhnya memiliki latar belakang pendidikan pengelolaan arsip, dan pelatihan hanya diikuti oleh arsiparis. 
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan pengelolaan arsip yang rutin dan merata bagi seluruh petugas arsip, termasuk tenaga bantu, agar kompetensi dan keterampilan teknis mereka dapat meningkat. Serta evaluasi pengelolaan arsip di ATR/BPN Gunungkidul masih terbatas pada laporan tahunan dan rapat internal, sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk meningkatkan pengelolaan arsip, perlu dilakukan evaluasi internal yang terjadwal dengan indikator kinerja yang jelas, agar setiap kendala dapat ditindaklanjuti secara konsisten.
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